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-
DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat mengeluarkan revisi UU atau RUU Pemilu dari daftar
Prolegnas 2021. RUU Pemilu rencananya akan digantikan dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
Pengambilan keputusan tersebut dilakukan saat rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Menkum
HAM Yasonna Laoly di gedung DPR/MPR pada tanggal 9 Maret 2021. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua
Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri oleh Yasonna Laoly ini memutuskan RUU Pemilu dikeluarkan
dari daftar Prolegnas 2021.

Berdasarkan pandangan fraksi, Supratman mengatakan hanya PKS yang menolak RUU Pemilu dikeluarkan dari
daftar Prolegnas 2021. Sementara fraksi lainnya sepakat agar RUU Pemilu dikeluarkan. Dengan demikian tentu
pemerintah akan tetap melaksanakan pemilu seperti jadwal sebelumnya. Dalam rapat kerja dan rapat dengar
pendapat antara Komisi Il, Menteri Dalam Negeri, KPU,Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP), KPU memaparkan simulasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. KPU memiliki dua
alternatif hari pemungutan suara Pemilu serentak 2024 yakni 14 Februari atau 6 Maret. Adapun untuk
pemungutan suara Pilkada 2024 tetap mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yakni
pada 13 November 2024.
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